BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diberlakukannya PP No. 41 Tahun 2020 tentang pengalihan status
pegawai KPK menjadi pegawai ASN mengakibatkan banyaknya perubahan
yang terjadi pada tubuh KPK. Perubahan sistem kerja yang terjadi pada tubuh
KPK dikarenakan pengalihan status sangat signifikan, dengan diberlakukannya
peraturan pegawai ASN membuat harus banyak adaptasi yang dilakukan oleh
pegawai KPK itu sendiri. Tidak hanya itu, sistem upah yang diberlakukan juga
mengalami perubahan yaitu sebelum adanya perubahan status pegawai KPK
sistem upah yang diberlakukan hanya 1 kali gaji saja, sedangkan dengan
menjadinya pegawai ASN membuat sistem upah yang berlaku yaitu sistem
upah yang sama seperti pejabat negara lainnya, yaitu terdapat gaji pokok,
tunjangan 1, tunjangan 2, dll.

Tidak hanya sistem kerja yang berubah, tetapi kefektifitasan yang ada
pada kinerja KPK juga mengalami penurunan. Dengan menurunnya jumlah
OTT vyang terus menurun dari setiap tahunnya dan juga tidak adanya
penangkapan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) membuat susah
tersentuhnya bagian tertinggi dari lembaga negara yang ada di Indonesia. Dan
juga banyaknya campur tangan “orang besar” membuat keefektifitasan kinerja
dari KPK menjadi semakin menurun. Maka dari itu, PP No. 41 Tahun 2020
dianggap dapat melemahkan KPK karena banyak sekali penurunan yang terjadi
pada tubuh KPK.
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B. Saran

Dari kesimpulan di atas yang sudah di paparkan oleh penulis, saran yang
dapat di berikan penulis yaitu, PP No. 41 Tahun 2020 tentang pengalihan status
pegawai KPK menjadi pegawai ASN harus dikaji ulang (judicial review)
kepada Makamah Agung (MA). Karena banyak sekali kejanggalan maupun
hal-hal yang merugikan yang dialami oleh KPK. Dan juga pemimpin Komisi
Pemberantasan Korupsi seharusnya juga dapat melihat aspirasi yang dilakukan
oleh masyrakat terhadap KPK. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
suatu lembaga yang menjadi taring di pemerintahan untuk dapat memberantas
KKN vyang terjadi di Indonesia dan menjadi harapan masyrakat sebagai

lembaga yang jujur dan adil sesuai dengan semangat dibuatnya KPK.
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